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Pendahuluan

omitmen penurunan emisi  Indonesia sebesar 26%-41o/o dari  BAU (Business

As Usual)  pertama kal i  di  umumkan di  Pi t tsburgh dalam sebuah pertemuan

negara-negara yang tergabung dalam G20, pada September 2009.

Pengumuman atas komitmen tersebut mendapat sambutan yang cukup hangat dari

negara-negara anggota G20, bahkan dunia internasional yang berharap komitmen

tersebut akan mengubah dinamika perundingan perubahan ik l im menjadi lebih maju.

Komitmen penurunan emisi  Indonesia mendapat sambutan baik dari  negara

donor terutama Norwegia untuk membantu terwujudnya penurunan emisi  tersebut.

Hal tersebut bermuarp pada sebuah penandatanganan Surat Niat ( [et ter of  lntent)

dimana Norway akan mengucurkan dana sebesar U$1 mil l iar serta Indonesia akan
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melaksanakan beberapa hal antara lain,  Memil ih propinsi
percontohan; Merancang Strategi Nasional untuk REDD+;
Mendir ikan Lembaga Pelaksana REDD; Membangun
mekanisme dan lembaga untuk Monitor ing, Pelaporan dan
Veri f ikasi  (MRV); serta Membangun Lembaga Pendanaan
serta mekanisme distr ibusi .

REDD+ ibarat pisau bermata dua, j ika dimanfaatkan
dengan baik untuk perbaikan tata kelola kehutanan
maka akan berdampak posit i f  terhadap kesejahteraan
rakyat.  Namun apabi la dimanfaatkan oleh kelompok
kepent ingan tertentu untuk mempertahankan praktek
buruk pengelolaan hutan dimasa la lu akan berdampak
sangat buruk serta berpotensi memunculkan gejolak sosial
dan gelombang ket idakpercayaan terhadap pemerintah

Sampai saat in i  persoalan fundamental  d i  sektor
kehutanan adalah t idak adanya kepast ian status dan fungsi
kawasan hutan yang berdampak pada konf l ik tenurial  dan
tumpang t indih periz inan. Secara umum inisiat i f  pemerintah
untuk menjawab persoalan diatas sampai saat ini  adalah
melakukan revisi rencana tata ruang provinsi dan kabupaten
serta melakukan morator ium periz inan melalui  Inpres No
1 0 tahun 201 1 .  Sementara i tu kebutuhan mendasar dalam
menetapkan kawasan yang dapat dialokasikan untuk REDD
adalah kejelasan status dan fungsi kawasan hutan serta
kejelasan regulasi .  ( l ihat gambar 1)

fungsi kawasan hutan masih menggunakan Kepmen 173
tahun 1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan yang lebih
dikenal dengan ist i lah TGHK. (Lihat Gambar 2)

Gambar 2. Status dan Funqsi Kawasan Hutan
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Penegasan status maupun fungsi  kawasan hutan
sampai saat ini  t idak pernah di laksanakan. baik i tu oleh
pemerintah daerah maupun oleh kementer ian kehutanan.
Yang ter jadi  adalah penafsiran yang kel i ru di lakukan oleh
kementer ian kehutanan tentang status hukum kawasan
hutan yang terdapat pada pasal  1 poin 3 UU No 41
tahun 1999 (Baca Putusan Mahkamah konst i tusi  No.45l
PUUIX/ 2012).  Selain i tu ist i lah yang selalu digunakan
adalah Status dan Fungsi kawasan hutan, namun hanya
menjelaskan tentang fungsi kawasan hutan ( l ihat pasal
5 UU 41 tahun 1999),  sedangkan statusnya dianggap
keseluruhannya merupakan hutan negara tanpa di lakukan
proses inventarisasi secara teresteris untuk membuktikan
aspek penguasaan hutan.

Status Kawasan Hutan

Status kawasan hutan menegaskan tentang
penguasaan kawasan hutan yang menjelaskan tentang
Hutan Negara dan hutan hak, disamping i tu juga

mempertegas tentang hutan kemasyarakatan, hutan
desa, hutan adat serta hutan rakyat.  Sampai saat ini  t idak
ada data Vangrms.J.;askan tentang status kawasan hutan
tersebut (Lihat table 1)

Tabel 1. Status Kawasan Hutan

. Kejelasan Fungsi

. Kejelasan Status

. singk.onisasi Regulasi

Gambar 1.  Pent ingnya Kejelasan Kawasan yang dapat

dialokasikan untuk REDD+

Kepastian Hukum Kawasan Hutan Saat Ini

Kepast ian hukum kawasan hutan di tegaskan dalam
Pasal  5 "Status dan Fungsi
Kawasan Hutan" UU No 41
tahun '1999 tentang kehutanan.
Lebih kurang 13 tahun sampai
saat ini  semenjak UU kehutanan
di tetapkan belum ada upaya
untuk menegaskan status
kawasan hutan, sedangkan

. Fakta Tentang
Kawasan Hutan

. Konflik Perizinan

. Konflik Tenurial
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Penegasan status kawasan hutan sangat pent ing untuk
menghindar i  ter jadinya konf l ik  tenur ia l ,  sebagai  dampak
dari  t idak di lakukannya penegasan status kawasan hutan
mengakibatkan t ingginya konf l ik tenurial  daram <awasan
hutan serta menghi langkan hak asal usul dar i  masyarakat
adat sebagai  pemi l ik kedaulatan wi layah. pihak yang
diuntungkan dalam hal  in i  adalah aktor yang mempunyai
modal dan menguasai sumberdaya lahan dalam skala besar
serta pejabat yang berwenang memberikan rzin terhadap
ra nan.

Fungsi Kawasan Hutan

Terdapat 4 peta yang menggambarkan fungsi
kawasan hutan yang berbeda satu sama lain diantaranya:
'1)Rencana Tata Ruang Nasional,  2)TGHK, 3)Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsr (RTRWP), 4) Rencana Tata Ruang
Kabupaten (RfRWK). Walaupun terdapat perbedaan diatas
peta namun kr i ter ia dari  masing masing fungsi kawasan
t idaklah berbeda ter la lu jauh. (Lihat Tabel  2)

Tabel 2.  Kr i ter ia Fungsi Kawasan Huran

Fungsi Kawasan IGHI(
Penuniukan

Tata Ruanq
RTRl/llN RIR\ivP RTR|/VK

Hutan Konservasi Kriteria khususKdteria khususKriteria khususKdteria khusus
Hutan Lindung Skor > 175 Skor > 175 Skor > 175 Skor > 175
Lindunq 0ambut >3 meter >3 meter >3 meter
Hutan Produksi Tubatas
(HPT)

Skor 125.174Skor 125-174Skor125-174Skor 125-174

Hutan Produki {HP) Skor < 124 Skor < 124 Skor < 124 Skor < 124
Hutan ProdukiKonversi/
Peruntukn Lain

Skor < 124 Skor < 124 Skor < 124 Skor < 124

Catatan: Skodng ditentukan berdasarkan perkalian faktor curah huian ienis tanah dan kemirinoan

Pada gambar 3 ter l ihat bahwa ter jadi  gap.antara TGHK
dan tata ruang, disamping i tu juga ada gap antara'sesama
rencana tata ruang secara vert ikal .  Gap ini  seharusnya t idak
muncul seandainya proses pembuatan peta masing masing
mengacu pada kriteria t":"rO 

l:.n 
tercantum pada rabet 2.

Gambar 3. Fungsi Kawasan Hutan

Selain i tu sebelum fungsi kawasan hutan selesai dikukuhkan
sudah dikeluarkan iz in pemanfaatan hutan yang di ikut i  oleh
perubahan fungsi  sesuai  dengan keinginan sr pemohon
izin.  Perubahan fungsi  sesuai  dengan kepent ingan in i
d ikenal  dengan ist i lah TGHK update yang sampai saat in i
t idak mempunyai  dasar hukum, tetapi  justru digunakan
sebagai bahan untuk melakukan revrsi  tata ruang provinsi
dan kabupaten. Penyimpangan secara terstruktur ini  erat
kai tannya dengan korupsi.

Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Secara umum status dan fungsi  kawasan hutan
t idak dapat sal ing dipertukarkan, namun dapat
di tumpangt indihkan satu sama larn.  L ihat Taber

Putuson MK Pasol 1 Point

NoStatus dan Fungsi Status
Hutan Adat denqan funqsi konseruasi Hutan Adat Hutan Konservasi

2 Hutan Adat dengan Funqsi Linduno Hutan Adat Hutan
3 tlutan Adat dengan fungsi Produksi Terbatas Hutan Adai Hutan Produksi Ierbatas
4 Hutan Adat dengan funqsi Produki letap Hutan Adat Hutan Produksi T
5 Hutan Adat denqan funosi Produki Konversi Hutan Adat Hutan Produksi Konversi
6 Hutan Desa dengan Funqsi Konservasi Hutan Desa ||utan Konservasi
7 Hutan Desa denqan funqsi linduno Hutan Desa Hutan Li
8 Hutan Desa dengan funqsi Produksi lerbatas Hutan Desa Hutan Produksi Ierbatas
I Hutan Desa denqan funosj produksj Tetao Hutan Desa Hutan Produksl T
10Hutan Desa dengan fungsi produksi konversi Hutan Desa Hutan Produksi Konversi
11 Hutan Kemasyarakatan dengan Fungsi KonservasiHutan

Kemasvarakatan
Hutan Konservasi

1a
IL Hutan Kemasyarakatan dengan Fungsi LindungHutan

Kemasvarakatan
Hutan Lindung

13Hutan Kemasyarakatan dengan Fungsi Produksi
Terbatas

Hutan
Kemasvarakatan

Hutan Produksi lerbatas

14 Hutan Kemasyarakatan dengan fungsi Produksi
Tetap

Hutan
Kemasvarakatan

Hutan Produksi Tetap

15 Hutan Kemasyarakatan dengan fungsi Produksi
Konversi

Hutan
Kemasyarakatan

Hutan Produksi Konversi

16Hutan Negara Bebas dengan Fungsi KonservasiHutan Negara BebasHutan Konservasi
17 Hutan Negara Bebas denqan Funqsi Lindunq Hutan Neoara BebasHutan Lindunq
1BHutan Negara Bebas dengan Fungsi Produksi

Ierbatas
Hutan Negara BebasHutan Produksi Terbatas

19 Hutan Negara Bebas dengan Fungsi Produki
Tetap

Hutan Negara BebasHutan Produksi Tetap

20 Hutan Negara Bebas dengan fungsi Produksi
Konversi

Hutan Negara BebasHutan Produki Konversi

11 Hutan Rakyat dengan fungsi Konservasi Hutan Rakvat Hutan Konservasi
22Hutan Rakyat denqan funqsi lindunq Hutan Rakvat Hutan Lrnduno
23 Hutan Rakyat dengan fungsi Produksi TerbatasHutan Rakvat Hutan Produki Terbatas
24 Hutan Rakyat denoan funqsi Produksi letao Hutan Rakvat Hutan Produki letao
25 tlutan Rakyat dengan fungsi Produksi Konveni Hutan Rakvat Hutan Produksi Konversi

Dalam prakteknya status dan fungsi kawasan hutan
ident ik dengan fungsi  kawasan hutan, dengan asumsi
bahwa seluruh kawasan hutan yang ada adalah Hutan
Negara tanpa ada upaya penegasan status kawasan hutan
tersebut.
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Penyimpangan Pemberian lzin pada Kawasan Hutan

Tidak adanya ketegasan status dan fungsi kawasan
hutan berdampak pada ket idakpast ian hukum kawasan
hutan. Dengan belum adanya kepast ian hukum atas
kawasan hutan, j ika mengacu pada azas pemerintahan
yang baik seharusnya tidak ada izin yang dapat dikeluarkan
pada kawasan hutan baik i tu merupakan iz in konsesi
maupun iz in l ingkungan.

Dari  hasi l  anal is is spasial  terhadap lz in Usaha
Pemanfaatan Hasi l  Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
(IUPHHK-HT) di temukan pelanggaran terhadap RTRWN
seluas 1 .017.954 ha (54,460/o dari  total  per iz inan),  TGHK
seluas 450.061 ha (24,09o/o dari total perizinan), RTRWP
seluas 425. 827 ha (22,79% dari  total  per iz inan) dan
Kawasan bergambut seluas 584.837 ha (31 ,30o/o dari
total  per iz inan).  Pelanggaran ini  juga sekal igus menjawab
legal i tas pemberian iz in l ingkungan dan penyusunan
AMDAL terhadap perusahan pemil ik IUPHHK-HT. Sesuai
dengan mandat UU No 26 tahun 2007 maka 1.017 .954
ha I U PH H K-HT ya n g melang ga r RTRWN 926.584 ha (9 1,02
%) batal  demi hukum dan 55.370 ha (0,54 %)dibatalkan
dengan konpensasi .

Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi

Proses penyusunan rencana tata ruang Provinsi Riau
sudah dimulai  sejak tahun 2000. namun sampai saat ini
(Juni 2012) belum dapat disahkan karena ter jadi  konf l ik
kepent ingan penguasaan ruang antara kementer ian
kehutanan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Hal in i  diwarnai oleh upaya untuk menutupi keter lanjuran
pemberian iz in yang t idak sesuai dengan ketentuan dimasa
lalu yang berpotensi dibatalkan dan batal  demi hukum
menurut UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
Dari  anal is is spasial  atas pelanggaran IUPHHK-HT terhadap
RTRWN (926.584 ha),  83,93o/o diantaranya diput ihkan
dalam draft RTRWP 2008-2028 . Disamping itu, jika UU
No 26 tahun 2007 dan PP No. 26/2008 di terapkan, maka
terdapat 2.295.300 ha periz inan yang perlu di tert ibkan
diantaranya seluas 1 .570.700 ha IUPHHK-HT dan seluas
724.600 ha i j in perkebunan .

Mori'entum positif dari UU 26 tahun 2007 ternyata tidak
ditaat i  oleh kementr ian kehutanan dengan mengeluarkan
Permenhut No. P.28l Menhut- l l /2009 tentang persetu1Uan

substansi kehutanan terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi.
Kebi jakan ini  diperkuat dengan dikeluarkannya PP No 10
Tahun 20'1 0 tentang Persetujuan Substansi Perubahan
Fungsi  Kawasan Hutan terhadap RTRWP. Sementara
i tu proses pengukuhan kawasan hutan t idak pernah

diselesaikan. Supaya RTRWP bias di tetapkan maka perlu

di lakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Untuk i tu
menteri kehutanan membentuk tim terpadu dan melakukan
kaj ian atas usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas
989.135 ha dan perubahan peruntukan seluas 3.1 55.585
ha.

Revisi  rencana tata ruang dimanfaatkan oleh pemil ik
iz in skala besar untuk mel indungi per iz inan yang diperoleh
secara t idak benar karena mandat penert iban periz inan
dalam UU No 26 tahun 2007. "Pasal 37 ayat 3. lz in
pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh
dengan t idak melalui  prosedur yang benar,  batal  demi
hukum. "  Sementara kepent ingan dar i  kementer ian
kehutanan adalah untuk mel indungi pemberian iz in yang
t idak sesuai dengan ketentuan dan sekal igus mel indungi
praktek korupsi per iz inan.

Moratorium Perizinan

Menjawab buruknya tata kelola hutan, pada tanggal
20 Mei 2011, Presiden Susi lo Bambang Yudhoyono
menetapkan Inpres 1 0/2011 tentang Penundaan Pemberian
lzin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut,  yang lebih dikenal  dengan
sebutan "Morator ium".  Inpres in i  adalah sebuah jeda
(breathing space) dengan tujuan yang lebih luas daripada
sekedar menunda iz in.  Inpres ini  juga menyempurnakan
tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut,  baik pada
Kawasan Hutan maupun Areal Penggunaan Lain. Tindak
lanjut dar i  inpres ini  kementer ian kehutanan mengeluarkan
Peta Indikat i f  Penundaan lz in Baru (PlPlB)yang diperbaharui
set iap 6 bulan sekal i .  Secara umum persamaan matematis
untuk pembuatan PIPIB adalah:

PIPIB = (Hutan Alam Primer + Lahan Gambut)  -
Perizinan Eksisting

Sampai saat ini  (Juni 2012) telah dikeluarkan 3 versi
PIPIB melalui  SK.323lMenhut- l l /201 1 :  5K.7416lMenhut-
Vl l / IPSDH/201 1, dan 5K.277 4lMenhut-Vl l / lPSDll /201 1 .
Menurut Nirarta Samadhi,  Ketua Pokja Monitor ing
Morator ium Sdtgas REDD+ "Jika ada pergeseran ang(a
luasan wi layah morator ium yang termuat dalam PlPlB, maka
penyebabnya adalah penyempurnaan informasi spasial
atas ket iga elemen persamaan tersebut."  PIPIB juga dapat
digunakan untuk melakukan kaj i  u lang atas per iz inan,
beberapa langkah yang dapat di tempuh diantaranya:
a. Dalam si tuasi  dimana kawasan hutan yang menjadi

obyek periz inan tersebut adalah hutan alam primer,
hutan l indung/per l indungan alam dan lahan gambut,
dimana proses periz inannya dipast ikan benar,  maka

' 'dapat di lakukan pertukaran lokasi ke lokasi yang lebih
tepat (land swap);
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b.

c.

Dalam si tuasi  sepert i  tersebut pada but i r  a,  namun
dengan proses periz inan yang t idak benar,  maka dapat
di lakukan pencabutan periz inan;
Dalam si tuasi  sepert i  tersebut pada but i r  a,  namun
dengan keputusan untuk melakukan perubahan status/
kelas hutan yang memungkinkan di lakukan penerbi tan
per iz inan, maka pemanfaatan kawasan hutan atau
lahan gambut tersebut harus memenuhi syarat-syarat
teknis l ingkungan yang didasari  pada upaya penurunan
emisi  gas rumah kaca.

Dari  ket iga peta morator ium yang sudah dikeluarkan
belum menggambarkan upaya perbaikan tata kelola
kehutanan menuju ke arah kepast ian hukum kawasan
hutan, hal  in i  dapat di l ihat  dar i :
1.  Penundaan iz in baru t idak ber laku terhadap usulan

perubahan fungsi kawasan hutan dalam revisi  rencana
+a+a r , , rh^ ,^, ; l - , , - tLdtd rudn9 wi layan provrnsr.

3.

Peta rencana tata ruang wi layah nasional t idak di jadikan
sebagai sumber data Peta lndikat i f  Penundaan lz in Baru
Peta Indikat i f  Penundaan lz in Baru masih mengecual ikan
periz inan eksist ing yang melanggar rencana tata ruang
maupun TGHK/ penunjukan kawasan hutan.
Tidak ada penjelasan metodologi pembuatan Peta Indi-
kat i f  Penundaan lz in Baru, serta data yang digunakan
t idak dipubl ikasikan sehingga akuntabi l i tas data dan
metodologi patut untuk dipertanyakan.
Penunjukan kementer ian kehutanan sebagai penang-
gungjawab pembuatan Peta Indikat i f  Penundaan lz in
Baru memil ik i  konf l ik kepent ingan, karena juga meru-
pakan lembaga yang bertanggungjawab atas ket idak

5.

past ian kawasan hutan dan pemberian iz in yang t idak
sesuai dengan ketentuan, dikhawatirkan akan muncul
upaya untuk mel indungi kebi jakan yang salah dimasa
tatu.

Apa yang harus di lakukan?

Inis iat i f  yang saat in i  d i lakukan baik berupa revis i
rencana tata ruang provinsi  maupun morator ium perrzinan
belum menjawab substansi kepast ian hukum kawasan
hutan. Pihak yang merasa diuntungkan dengan si tuasi  saat
ini  berusaha membenturkan aturan perundangan satu sama
lain sehingga t idak efekt i f  untuk di laksanakan. Untuk i tu
dibutuhkan kemauan pol i t ik yang kuat dar i  pemerintah
untuk menyelesaikan beberapa persoalan dratas. Beberapa
hal yang dapat di lakukan diantaranya:
1 .  Memproduksi data dan peta yang dapat dipertang-

gungjawabkan secara i lmiah yang dapat dengan mudah
diakses oleh oubl ik
Mempertegas fungsi kawasan hutan melalui proses pen-
gukuhan kawasan hutan yang didahului  o leh reskor ing
kawasan hutan.
Mempertegas status kawasan hutan melalui  proses
inventar isasi  kawasan hutan dan survey lapangan
Menyelesaikan gap antara fungsr kawasan hutan dan
tata ruang baik nasional,  provinsi  maupun kabupaten.
Menghent ikan proses revisi  rencana tata ruang yang
saat in i  sedang ber langsung
Menerbitkan pedoman audit  per iz inan yang melanggar
ketentuan serta melakukan penegakan hukum terhadap

2.
l_

3.

4.

5.

o.

4.

aktor yang ter l ibat.


